HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PANTAI  DI KABUPATEN MAROS PROPINSI SULAWESI SELATAN by Farida Patittingi, S.H., M.H.
ABSTRAK
PENELITIAN DOSEN MUDA
DAN KAJIAN WANITA TAHUN 2004
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar
Telp. : 0411 587032, , 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024
Website : http://www.unhas.ac.id/lppm email : lp2m@unhas.ac.id
BIDANG KAJIAN ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PANTAI
DI KABUPATEN MAROS PROPINSI SULAWESI SELATAN
Oleh : Farida Patittingi, S.H., M.H.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atas hak penguasaan atas tanah pantai dan jenis hak yang
diberikan kepada yang menguasai tanah pantai, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi
pertimbangan /syarat pemberian hak atas penguasaan tanah pantai. Desa Pajukukang diambil sebagai
sampel penelitian dan dipilh sebanyak 16 responden yang dilakukan secara purposive. Selain itu juga
diwawancarai 2 orang sebagai narasumber dan dikumpulkan data sekunder dengan menggunakan studi
pustaka. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama : hak atas penguasaan tanah pantai oleh perorangan adalah
hak milik yang berasal dari tanah milik adat yang dikuasai secara turun-temurun berdasarkan hukum adat
setempat. Sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak
yang kuat. Kedua, hak yang diberikan atas penguasaan tanah pantai tersebut adalah hak milik yang
diperoleh berdasarkan mekanisme hukum adat yang tergambar dalam proses penerbitan sertifikatnya,
yaitu melalui mekanisme penegasan konversi dan pengakuan hak berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun l962 tentang penegasan Konnversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak
Indonesia atas Tanah. Ketiga dasar ppertimbangan pemberian hak atas tanah pantai adalah aspek
penatagunaan tanah, khususnya berkaitan dengan Garis Sempadan Pantai.
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